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ABSTRAK: - dalam rangka meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran 
peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 
serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di 
Kabupaten Blora perlu ditingkatkan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan. Sesuai 
ketentuan Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, penyidik pegawai negeri sipil diberi tugas untuk melakukan 
penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan berlakunya Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 
maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 5 Tahun 
1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blora sudah tidak 
sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga 
perlu diganti.  

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 
Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, 
Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi 
Pamong Praja,  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 
2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah.  



- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penyidik Pegawai Negeri Sipil,  
dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya. Dalam 
melaksanakan tugas, dan wewenang PPNS berkedududukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Perangkat Daerah dan dikoordinasakan 

oleh Satpol PP. Hak dan Kewajiban PPNS. Sekretariat PPNS secara ex officio 
diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu ketua pelaksana tugas harian 
yang dijabat oleh Kepala Satpol PP. Tata cara pengangkatan, perubahan struktur 

dan mutasi serta pemberhentian PPNS. Kode etik PPNS. PNS yang telah 
diangkat menjadi PPNS diberi kartu tanda pengenal dan tanda kewenangan 
yang dikeluarkan oleh Menteri atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum 
Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.  Pelasanaan penyedikan. Pakaian 

seragam dan atribut PPNS. Pembinaan dan pembiayaan.  
 

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 
Desember  2018. 

 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 5 Tahun 1988 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Blora dicabut.  

- Penjelasan: 3 hlm. 
 

 

 

 

 

 

 


